Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa penyelenggaraan penyiardio i@dalah sarana yang penting dalam

1.

komunikasi massa yang berguna sebagai media pkadjdinformasi dan
hiburan bagi masyarakat;

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang N8thdrahun 2002
tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomdrahin 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Puidika Radio Siaran
Pemerintah Daerah yang telah ada diubah menjadbaganPenyiaran Publik
Lokal Radio Kota Probolinggo;

bahwa untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Raditakerobolinggo perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1&3@ang Pembentukan Daerah Kota
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawadah, dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agud®b0);

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekiasin(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, bedmran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Agasusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers fhem Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahamdaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3887);



5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Peny{&aembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, TambahamHdaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4252);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtikeraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istlon€ahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemiantaDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noh2®, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telahrdpbekali diubah,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2@88&mng Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (LemnbdNegara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahambagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinamakguangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembdegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaregafd Republik
Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketedsukaformasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Mo6ip Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentangyeRsnggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indondgshun 2000 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadl8980);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentangyelRsnggaraan
Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Repiidignesia Tahun 2005
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamasmor 4485);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentamgbéga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran NegarguRék Indonesia
Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Rkeplrolonesia
Nomor 4486);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Da®ralvinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NdRgpablik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rlkepimoonesia
Nomor 4737);

14.Keputusan Menteri  Penerangan Republik Indonesia dYom:
71/KEP/Menpen/1970 tentang Ketentuan-ketentuan IPtéa@tang Pembinaan
Siaran Radio yang dipercayakan kepada Pemerintareba



15.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | JawauriNomor 57 Tahun
1985 tentang Pedoman Pembentukan/Penyelenggaraaiio Réhusus
Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah TingkatJadia Timur.

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
SUARA KOTA PROBOLINGGO

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kota Probolinggo;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probajngg
3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyiagkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan

Walikota adalah Walikota Probolinggo;

Rakyat Daerah Kota Probolinggo;

Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga peayiyang berbentuk badan hukum yang
didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakegiatan penyiaran radio, bersifat
independen, netral, tidak komersial dan berfungemiverikan layanan untuk kepentingan
masyarakat;

Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnyandiat LPP Lokal, adalah Radio Publik
Lokal Kota Probolinggo yang diberi nama “ Radio @uéota Probolinggo FM”;

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalaoklsertra, atau yang berbentuk karakter, baik
yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapi@risna melalui perangkat penerima siaran;
Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaraamlumebrana pemancar dan/atau sarana
transmisi di daerah, di laut atau di antariksa denmenggunakan spektrum frekuensi radio
melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya undalpat diterima secara serentak dan
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat persairaga;

Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa deggag menyalurkan gagasan dan
informasi dalam bentuk suara secara umum dan terlngkupa program yang teratur dan

berkesinambungan;



10.Siaran lklan adalah siaran informasi yang berditahersial dan layanan masyarakat tentang
tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapatfdatkan oleh khalayak dengan atau tanpa
imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;

11.Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersialgydisiarkan melalui penyiaran radio tujuan
memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempikanodbarang atau jasa kepada
khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agaggunakan produk yang ditawarkan;

12.Siaran Iklan Masyarakat adalah siaran iklan non émsial yang disiarkan melalui penyiaran
radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkafatau mempromosikan gagasan,
cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnyaadepmasyarakat untuk mempengaruhi
khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah lakueseemgan pesan iklan tersebut;

13.Siaran Langsung adalah program kegiatan yang kiisiasecara langsung baik dari studio
ataupun dari tempat kegiatan lain dengan bantuarapear mini yang kemudian dipacarluaskan
melalui Radio Suara Kota Probolinggo FM;

14. Siaran Tidak Langsung adalah siaran tunda dalatukeakaman;

15. lklan adalah siaran promosi yang disiarkan padagianan iklan;

16.lklan Sponsor adalah siaran promosi yang disiadiiaar jam siaran iklan;

17.Pilihan Pendengar adalah suatu permintaan laguyaga disukai dengan cara via telfon / sms;

18.Pengumuman adalah suatu permintaan dari orang/kekilfembaga, organisasi, perusahaan
dan lain sebagainya untuk menyiarkan pengumuman,;

19.Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiarark yalolg berfungsi mewakili masyarakat,
pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yaegjalankan tugas pengawasan untuk
mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;

20.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga peagiapublik yang berwenang dan
bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyjatdik;

21.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjuthgmgkat KPID, adalah lembaga negara
yang bersifat independen yang ada di daerah, sebhagad peran serta masyarakat di bidang
penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur daladang-undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran;

22.Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar PrograranSy@ang selanjutnya disingkat P3-SPS
adalah acuan bagi penyiaran dan KPI untuk menygheagan dan mengawasi sistem penyiaran
nasional di Indonesia.

BAB |1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) LPP Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berkdpadan hukum yang didirikan oleh
pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan peandRédkyat Daerah atas usul masyarakat;
(2) LPP Lokal mempunyai tugas menyampaikan penyebanfmrmasi timbal balik kepada
masyarakat;



(3) Dalam menjalankan tugasnya LPP Lokal mempunyaidusebagai media informasi di bidang
agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburag gahat, kontrol sosial dan perekat sosial,
serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasaebtasi kepada kepentingan seluruh

lapisan masyarakat.

BAB III
SIFAT DAN TUJUAN
Pasal 3

LPP Lokal dalam penyelenggaraan penyiarannya,faemsdependen, netral dan tidak komersial.

Pasal 4
LPP Lokal bertujuan memberikan informasi terbailgibaasyarakat untuk mendapat informasi

pendidikan, sosial, budaya, IPTEK dan hiburan lyang berkualitas di area jangkauan siaran.

BAB IV
PENGELOLAAN
Pasal 5
(1) Peraturan Daerah ini adalah landasan bagi pemtantbkdan hukum Lembaga Penyiaran
Publik Lokal untuk jasa penyiaran radio;
(2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) bernam&oRablik Lokal “ Radio Suara Kota
Probolinggo FM”.

Pasal 6
(1) Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, LPP Lokgbwnendapatkan ijin penyelenggaraan
penyiaran dengan mengajukan permohonan kepadaip&henelalui KPID Jawa Timur;
(2) Sebelum mengajukan permohonan ijin penyelengggraagiaran, pemohon harus mengetahui

ketersediaan frekuensi di wilayahnya sesuai dekgantuan perundang-undangan.

BABV
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 7
(1) Sumber pembiayaan LPP Lokal dan alat kelengkapaoenzsal dari :
a. APBD Kota Probolingo;
b. siaran iklan; dan
c. usaha lain yang sah, yang terkait dengan penyedeagg siaran.
(2) Tarif iklan dan potongan harga diatur lebih lamjahgan Peraturan Walikota;
(3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiaydsagaenana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dan ¢, merupakan penerimaan daerah yang haertsrcke Kas Daerah.



